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GUBERNUR LAMPUNG
 

KEPUTUSAN GUBENUR LAMPUNG 
NOMOR: GI '2.-n /V.I 0 / HK i 20 19 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 
(KLHS) PROVIN81 LAMPUNG 

GUBERNUR LAMPl.H'iG, 

Menimbang a .	 bahwa UJ .tuk melaksanakan ketentuan Pasal ] 5 ayat (1) 
dan ayat (2) Undari g-Unda..n g No-nor 32 Tahu n '2 009 
tentang Perlind u nga n dan Penge lola an Lingkungan 
Hidup, serta Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peratu ra n 
Pemerintah Nomor 46 Tanur. :20 16 , Pernerin tah Provinsi 
wajib membuat Kajia n Lin gku nga n Hidu p Strategis 
(KLHS) untuk rnemastikan bahwa prinsip pevn b arigu n >» 
berkelanjutan telah menjad 1 d a s a r d an teri ntegrita e 
dalam pembanguna. SU8.tu wilavah dan j a tau ketijakan , 
reneana dan Zatau program: 

b .	 bahwa sehubungan d en gan h u ruf rt te rseb u t dia tas, 
untuk membuat dan mela ksa n a kan Kajiai, Li.igkungan 
Hidup Strategis (KLHS) per lu d ibentuk Tim Validasi 
Kajian Lingkungan Hidup S tra tegis (KLHS) Provinsi 
Lampung dan merietapkannya dengan Keputusan 
Gubemur Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomoi" 26 Tah un 200 7 tentang Penata a n 
Ruang; 

2 .	 Undang-Undang Nornor 3~ Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

3.	 Undang-Undang Nornor 23 Tahun 201 4 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undarig-Undang Nornor 9 Tahun 
2015; 

4.	 Peraturan Pemerintah Norno r 26 Tah u n 20 m3 ten tang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Na sional s ebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pem erintah Nomor 13 Tahun 
2017; 

5 .	 Peraturan Pemerintah Nornor '27 Tahun 2 0 12 t.en ta ng Iz iri 
Lingkungan; 

6 .	 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahi;n 2016 tentang 
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) ; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nornor 45 Tahun 2017 tentang 
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelcnggaraan 
Pemerintahan Daerah ; 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

8.	 Peraturan MenteriAgraria dB-:J Tata Ruarig/Kepala Badan 
Pertanal an Nasiorial Nomor 8 Tahun 2017 tentang 
Pedomai. Pemberian Per.sctujuan Subtansi Dalarn 
Rangka Penetapan Pera turar Daerah Tentang Rcncana 
Tata Ruang Provinsi dan Rcncana Tata Ruang 
KabupatenjKota; 

9.	 Peraturan Meriteri Dalarn Negen Nornor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pc re ocanaan, Pengen-tahan .+:'In. 
Evaluasi Pembangu ria n Dacrah , Tata cara Evaluasi 
RRPJPD dan RPJ.MT ), ee rta Ta ts. Cara Perubahan RPJPD, 
RPJMD dan RKPD; 

10.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 07 Tahun 2018 
Tentang Pembuatan dan Felaksanaan Kajia.i Lrigkungan 
Hidup Strategis Dalarn Penyusurian Rencana 
Pembangunan Janglm Daerah: 

11.	 Peraturan Daerah Prcvin si Lampung Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Lamp ung sebagaimana telah diu bah 
dengan Peraturan Daera h Provinsi Larnpung Nomor 17 
Tahun 2017; 

MEMUTUSl CAN: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM 
VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) 
PROVINSI LAMPUNG. 

Membentuk Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) Provinsi Lampung dengan susunan personalia 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 
Provinsi Lampung sebagairnana dimaksud pacta Diktum 
Kesatu mcmpunyai tugas sebagai berikut: 

a.	 melakukan penelitian ulang hasil perneriksaan dan 
penilaian Tim Teknis dan Tim Ahli terhadap Dokumen 
Kajian Lingkungan Hidup Strntegis (KLHS) Organisasi 
Perangkat Daerah, Kabupatenj Kota sesuai dcngan 
pedoman penyelenggaraan Kaji311 Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS); 

b.	 memastikan penjarninan kualitas telah dilaksanakan 
secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan; 

C.	 memberikan persetujuan terhadap kescsuaian hasil Kajian 
Lingkungan Hidup Strategic tKLHS) dengan penjaminan 
kualitas; dan 

d.	 melaporkan dan mernberikan rekomendasi terhadap hasil 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 
KabupatenjKota kepada Gubemur Lampung. 

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Validasi Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Lampung 
sebagaimana d'rnaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Tim 
Teknis dan Tim Ahli yang m ern p u nyai tugas sebagai berikut: 

a.	 melakukan pemerik sa an d a n penilaian terh a d a p 
Dokumen Kajian Lin gk u n ga r: Hid up S tr a tegis (KLHS) 
Organisasi Perangkai: Daerah Perneririt.ah Provinsi 

Lampung, dan Kabupatcu/Kota; 
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b .	 memastikan bahwa Kaj ian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) ya n g dis usun telah dilaksanakan dengan 
mekan isme: 

- Peng kajia n pengaru h kebijaka n, rencana, danjatau 
program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu 
wilaya h; 

- Perum tisa n. aitarnatif penyempumaan kebijakan , 
rencana, danj atau program; dan 

- Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan 
kebijakan , rencana, danj atau program yang 
mengintegrasikan prins ip pembangunan berkelanjutan. 

c .	 memberikan saran, masukan dan tanggapan kepada Tim 
Validasi Kajian Lin gkun gan Hidu p Strategis (KLHS) 
Provinsi Lampung atas hasil pemeriksaan dan penilaian 
terhadap Dokumen Kajia n Lin gku n gan Hidup Strategis 
(KLHS) Provin s i Lampung; 

d.	 melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim 
Validasi Kaj ia n Lin gkunga n Hidup Strategis (KLHS) 
Provinsi Lampung. 

KEEMPAT	 Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi La mpu n g pada Dinas Lingkungan 
Hidup Provinsi Lampung atau Organisasi Perangkat Daerah 
Provinsi Lampungj Kabupatenj Kota yang mengajukan validasi 
dokumen KLHS . 

KELIMA	 Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan irii 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua 
Tim Validasi . 

KEENAM	 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan a pabila dikemudian had ternyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusa n ini aka n diadakan pembetulan 
sebagaimana mestinya. 

Diteta pkan di Telukbetung 
pada ta n gga l \>-~- 2019 

GUBERNUR LAM IJNG, 

M. 

Tembusan: 
1.	 Menteri Dalarn Negeri RI di Jakarta ; 
2. Menteri Lingkungan	 Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta; 
3 .	 Dirjen P1ano1ogi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan RI di Jakarta ; 
4 .	 Inspektur Provinsi Larnpung di Bandar Larnpung; 
5.	 Kepala Biro Hukurn Setda Provinsi Larnpung di Te1ukbetung; 
6.	 Masing-masing anggota Tim yang bersangku tan . 
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LA.MPlRAN : KLl-'UTU~Af\J GUH~RNUR. LAMPUNG 
NOMOR : Gf l.q1- jV.IOjHKj2019 
TANGGAL: \~ - ~ - 2019 

SUSUNAN PERSONALIA 
TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) 

A.Tim Validasi KLHS 

I.	 Pengarah 

II.	 Koordinator 

III.	 Ketua 

IV.	 Wakil Ketua 

V.	 Sekretaris 

VI.	 Anggota 

B. Tim Teknis : 

I.	 Ketua 

II.	 Sekretaris 

III.	 Anggota 

PROVINSI LAMPUNG 

Gubemur Lampung.
 

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung,
 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 

Kepala Bappeda Provinsi Lampurig.
 

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
 
Provinsi Lampung. 

1.	 Kepala Badan Penelitian dan Pengernbangan Daerah 
Provinsi Lampung. 

2.	 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Provinsi Lampung. 

3.	 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 

4.	 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Lan pungo 

5.	 Kepala Dinas Pekeriaa n Uinu m dar. Penataan Ruang 
Provinsi Lampu r.g. 

6.	 Kepala Dinas Perurnahan dan Kawasan 
Permukiman Provinsi Lampung. 

7.	 Kepala Dinas Cipta Karyn dan Pengelolaan Sumber 
Daya Air Provinsi Lam p u ng. 

8.	 Kepala Dinas Tan arna n Pa n gan dan Hortiku ltur'a 
Provinsi Lampung. 

9.	 Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Larnpung. 

10.	 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
Provinsi Lampung. 

Kepala Bidang Tata Lingkur.gan Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Larnpung. 

Kepala Seksi Inventaris as i RPPLH dan KLHS Dinas 
Lingkungan Hidup Provinsi Lamnung. 

1.	 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Lampung. 

2.	 Kepala Bidang Pengendalian Pencernaran dan 
Kerusakan Lingkur.gan Hidup Dinas Lingkungan 
Hidup Provinsi Lampung. 

3.	 Kepala Bidang Pengelolaan Sa.mpah dan Limbah 83 
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. 
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4 .	 Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 
Lingkungan Hidu p Din as Lingku n ga n Hidup Provinsi 
Lampu ng. 

5 .	 Kepala Bidang Penataa n Ru a ng Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ru ang Provinsi Lampung. 

6 .	 Kepala Bidang Perenca na a n Infrastruktur dan 
Pengem bangan Wilayah Badan Perencanaan 
Pem bangunan Daerah Provinsi Lampu n g. 

7 .	 Kepala Seksi Kajian Dampak Lingku n gan Hidup Dinas 
Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. 

8 .	 Kepa la Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas 
Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. 

9 .	 Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan 
Lin gkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Lamp u ng. 

C.	 Tim Ahli 
1. Dr.	 Erdi Suroso,S ,TP. ,MTA (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Lingkungan Hidup Universitas Lampung). 

2 . Dr.	 Ir. Sumaryo. ,M.Si (Sek retaris Pusa t Penelitian dan Pengembangan 
Lingkungan Hidup Univers ita s Lampung). 

3 . Ir.	 Edison MS (Tenaga Ahli Bidang Lin gkunga n Hidup dan Kehutanan 
Provinsi Lampung) . 

GUBERNURL 

M. 


